SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRING3SEWLU
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Mengingat

DENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

a. babwa demgan fersbhya sumat Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor E-PK.02.09/63/2017, tanggal
13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip (JRA} Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian
dan Aparatur Sipil WNegara serta Substantif
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu periu
menetapkan JRA Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
dan Pejabat Negara,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Pemturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pegjabat
Negara Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik mndonesia
Tahun 20408 Numor 1853, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932];

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan {Lembaran Negara Republik hdonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Ta,mnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4774):



10.

k]l

12,

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan {Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 507 1j;

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentikan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 3234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor §6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tammbsahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur S5587)
sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indenesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan [Lemharan Negama Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintahh Nomor 53 ‘lzshun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran
Negara Republik Indonssia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5133);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Neger! Sipil
ILembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun
2011 Nomer 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5258];

. Peraturan Pemerintah MNomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara RepubMk Indonesia
Nomor 60D37);



Menetapkan
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-Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukiim Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036j;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawasan, Jabatan Fungsional dan
Jabatan Dimpinan Tinggi {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu {[Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Drganisasi, Tugas Pokok Fungsi den Tata Kerja
Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pringsewn Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
KEPEGAWAIAN APARATUR NEGARA TIAN PEJABAT
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dergan:
1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsews.

Pemerintah Daerali adalah kepala daerah sebagai
unsur  penyelenggara Pemerintahan Daersh yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pringsewu.

Retensi Arsgip adalak jangka walttu penyimpanan
yang wajlb dilakukan terthadap suatu jenis arsip
kepegawaian.
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11.

12.

(1,

{2)

Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka waktu
penyimpanan arsip mengenai arsip ANS dan pejabat
negara.

Aparatur Sipil Negera vang selanjutnva disingkar
ASN adalah ASN sebagaimana dimaksud daiam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara,

Retensi Arsip Pejabat Negara, adalah jangka waktu
penyimpanan arsip mengenai arsip perseorangan yang
merupakan rekaman perjalanan  karier pegawai
negeri/non pegawai negeri yang diangkat sehagai
pejabat negara.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota
lembaga negara dan pejabat lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta
dalam rangka perjalanan karier ASN di lermabaga-
lembaga negara dan badan-badan pemerintah.

Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah amsip yang
tercipta dalam rangka perjalanan karier ASN yang
fercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh
perabat yang berwenang,

Data Kepegawaian adalah informasi mengenai
perkembangan Kkarier PNS yang disusun berdasarkan
arsip dolaumentasi kepegawaian dari instansi yang
bersangkutan.

Jadwal Relensi Arsip yang selanjutnya disingkat
JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya
berisi jangka waktu penvimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentsng
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BAB II
TUJUAN

Pagal 2

Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam
mewtjudkan pengelolaan arsip yang efisien, efeltif,
mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, jugs
dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis.

Memenuhi lkewsjiban Pemerintah Kabupaten uniuk
menyusumn JERA.
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(2]

DAL IIE
PELAKSANAAN .JATYWAI. RETENSI ARSIP

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian ASN dan Pejabat
Negara disusun olch Dinas DPerpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Pringsewu Bersama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia,

Ketentuan mengenai Retensi Arsip Kepegawaian ASN
dan Pegjubat Negara Pemerintah Kabupaten Pringsewu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yaag tidak terpisahksn dar
Peraturan ini.

Pasal 4

JRA Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau
Jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.

Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal
untuk arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat [l) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi
inaltif,

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mcmuat rekomendasi yang inenelapkan arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan.

BAB IV

JANGKA WAKTLI

Pasal 5

Retensi ausip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Peraturan ini memperhatikan  keientuan uniuk
kepentingan pertanggungawaban kepegawaian.

Penentuan  retensi argip dihitung sejak kegiatan
dinyatalian seleaai.

Kegiatan dinyatakan selesal sebagaimana dimsksud
pada aeyat (1) dihitung sejak seclesainya hak dan
kewgjiban ASN dan Pejabat Negara dan/atau setiap
tzhun anggaran berakhir,



Pasal 6

Rekumendesi yang dituangkan dalam Keterangan tentang

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,

dan dipertnanenkan ditetapkan herdasarkan

pertimbangan:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap
memiliki nilai guna kesejarahan; dan

¢. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang
dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau
poersclisihan kepegawaian.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Dalam menentukan retensi aktif dan
relensi naktf scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2} berdasarkan kreteria sebagai berilcut;

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan  pertanggungjawaban di unit penpolah;
dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan wunit kerja terkait dan kepentingan
Lembagn.

BAE V
RUANG LINGKLTP

Pasal 8

Jenis arsip kepegawaian ASN dan pejabat Negara pada
pemerintahan daerah meliputi:

formasi pegawai;

. pengadaan pegawai;

pembinaan karir pegawai;

penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai;

mutasi pegawai,

administras] pegawai;

kessjahterasn pegawal;

. 'pcmh:rhentia.u pegawadl lanpa hak pensiun;
persclisihan/sengketa kepegawaian;
usul pemberhentian dan penetapan pensiun

. pegawai/janda/dudanya dan ASN yang towas;
berkas persearangan ASN;

TSRO Ae T

- s

ad



LAMPIRAN :

SEEATURAN BUFAT PEINGSEWU
NOMOR T 2OTEND A
TANGGAL : 4 fordil 2013

FUNGS. KEPEOAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PECABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

NO JENIS/ SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPAVAN
/ AKTIF INAKTIF KETE GAN
1 2 3 4 5
1. |Formasi Pegawai:
a. Usulan dari Uit Kerga/ OFL), disertai
1) Analise Jajatan 2 tahun s:ete;ﬂlrhtjl'{un J tahun Musnah
| 2] BebanKera o an herakalr
_ . , . - tahum setelsh tehun N
b. Usulan Pesmintasn Formasi kepeda MenPAN dan RB dan Kepala BKN 2 :
s p e e enggaran berakhir 3 taqun Musnah
) ) 3 tahnn setelgh tah
. Persetujuan Menpan dan RB 4 n qjlel khi;m i tahun Pzrmanen
] 3 tahun setelah tehian
d. B E ABN
'enetnpnn Fermes anggaran | Khir J tahun Permanen
e, Penetapan Formasi Khusus 3 tahun setelat realisasi 3 tahun Prtrranen
2 |Pengadaan Pegaweai
&. Aparatur %ipil Negara [ASN)
1}, Proses Penzrimasn Pegawal meliputi: 2 tahun setelah setnua 3 tahun Musanah
a). Pengumuman diangkat ASN
B, Geleksi Administrasi
c). Pemanggilan Peserta Test
d). Pelaksanaan Ujian Tertulis
e). Keputuzan Hasil Ujian
f]. Wawancara
. 2 -tahun se:elah semua
_2} Pethapan Pengumuma.i'l_htlulusan diangkat ASN J tahun Musnah
3. Berk tidak diteri 1 tahun setelal tahuag
|. Berkas Lamaran yang ti terima anpgaran berakhir - Musnal,




JANCGEA WAKTU PENYIMEANAN

I3
N JERIS/ SE{E;ES AREIP ~ETIE AT KETERANGAN
3 3 £ 5
4]. Noma Usul dan Kelengzapan Fenetapan NIF; - Masuk berkas
a} Surat Lamaran PETSEOrATIZATL
E. Iinzah
c). BHCK
d). Kartu Kuning
¢). Surat Keterangan Kesehatan
). Nota (Fsul Fengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tehun 1 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun Musuk berkas
DETSCOrAngan
4 i
&) SK CASN/ASN Kolektil 2tahnn setelah petikan SK 3 tahun Dinilai ketrbali
ditetapkan
b, Tenaga Ahli: Mulai dari pmsc-s__j:ﬁuermm sampai cengan p-enttﬁ[iéﬁ sehagai 1 tehun setelah kontrak 2 tahun Fentanen ]
Tenage Alili Bupali sekesaj
c. Pegawai Tidak Tetap; Pegawal Heor: Milal dar prosss penerimaan sampai 1 ahun setelak koatrek % tahun ' Musnah ]
degan penstapan zebagai Pegowai Tidak Tetep/ Megewai [ lenor sekesal
3. |Pembinaan Karir Pegawsi
a.
Diidat/Kursus/Megang/Tugas Belajer/Ujian Dinas/ljin Belajar Pegawaoi 2 tahun actelah SE ditetapkan Z tahun Musnak
1) Sul Ferintah/ Surat Tugas/ SK/Surat Izin
2} Laporan Kegiatan PengembanganDii =~ I -
b. Surat Tanda Tamat Pendidiken dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat ; ; Masuk berkas
DETSAOTATLAAN
v, Daftar Penilaiun Priaksanaan Pekerfaan (DP3)/ Standar Kmerja Pegawai (8kP}| 1 tahun setelah ditetapkan 3 tatun Mumah
- d. Dafar Usul Penstapan Angka Kredit o [ 1tatun angg&r-ﬂn 2 takun l'ﬁIu-z-'r-iahT kecuali 5K |
berjalar Penetapan Anglka Kradit
masuk berkas

pcrIeorargan




JANGEA WAKTU PERYIMPANAN

NOD JENIS/ SERIES ARSIP KETERAN
/ S ARTIF INAKTTE GAN
1 P! 3 4 5
e.  Disiplin Pegawai:
1). Daltar Hadic 1 Tahtin Anggaran Berjaan 2 Tahun Muanah
2). Rekapitulasi Daftar Hadir 1 Tahun Anggaran Berjalan 2Tahun Musneh
| I Berkas Hukuman Disiplin |1 tahun anggaran berjalan 2 tahun Musnah kecuali BAF dan |
SK masux berlas
PETSEOIANEAT
g. Penghargean dan Tanda .Iass ) 2 Tahun setelah 8K 2 Taliui, Musnah, Kecuali SK |
ditetapkan masulk borkas
PET3COTANgAn
4. |Penyelesaian Pengelolaan Keberatan chméai
Fenyelesalan Pengelolagn Keberatan Pegawai 1 \ahun setelah memperoleh 5 tahun Dinilai kembai, kecusali SK
eputusan tetap penciapan masuk berkas
PCISCOTANZAT
5. |Mutasi Pegawai:
a. Alih Statys, Pindah Instansi, *indah Wilayah Kerja, 1 tahun setelah BK ke:etapan 2 tahun Musnah, kecuali Nota dan

Mutasi Antar Unit.

Diperbantukan,Dipekerjakan, Penugacan Scmentare, Mutasi antar
Perwakilar, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, dan

SK mesus Berkas
perssorangan

b, Nota Persetujuan /Perrimbangan Kepala BKN

Masuk berhas
PETSeOrangan

L. I‘:-‘[u;.uui Heluarga l:l'l-l.:].I':I;utI:
1} Surat Izin PernikahanPercercian

2} Burat Penclakan lzin Pernikahan /Pereeraian
3] Surat Nikah /Ceral

4) Akte Kelahiran Anak

J) Sural Keterangan Adopsl Ansk

6} Surat Kcterangan Meninggal Duiiis

Masuk berkas
p!: l'#l:ﬂ'l'il.ﬂglll




JANCKA WAKTU PENYIMPANAN

ARSIP ]
NG JENIS/ SERIES L ARTIF ARE KETERANGAN
l P J 4 )
d. Usul Eennilean Penghat/Golongan,/Jabatair 1 1ahun aetelgh SX ditetapkan 2 tahun Musnakh, kecual Nota dan
5K masuel berkna
persecrangan
e, Usul Fengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan 11 ®whun mi&im{fﬂm;mkﬁ;__i tahun | Muénm;{mli 8K
Strukiural /Fungsional Masuk berkas
PErSecTANRZAN
[. Usul lienetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai |1 tahun setelah 8K ditc_iﬁpkan 2 tanun Musnah, kecuali Sura:
Pergetujuan dan SE
masul: barkas
peseqrangan
QT_Pcrﬁnjﬁuéh Masa Ker-:_a_” o 12 tahun setelah SK diretaplan 2 tahun Musnah, kecuali Nota dan |
SK masuk brrkas
PETECOUETIZFAT
h. Rerkes Bapezja].;-_at ! tahua sctelah 3K dilelypkan 5 tahun Musnﬁhjﬁﬁuaﬂ pejabat 1
Eselon I permanen
6 |Adminisros: Pegawai:

a. Surat Perintah Dinas;Surat Tuges 2 tahun setelah pelaksanaan (2 tahun Musnah kecuali 3K
masuk berkas
persecrangar

b. Cuti Besar ) S 1 tahun setelah Sk ditetapkan - Masuk bergas
PEIBCOrATIEAN

. Cuti Sa.kit-. Cul Dersalin, Culi Taumn 1 tahun setejah p-elal-:sanaa—:i 2 tabun N Musnah

'd, Cuti Alasan Penting o 1 talun setelah pelalmamaan 2 t.nim-ﬁ  Musnah T

e. Cudi Diluar Té,nggungm Negara {CTLY) 3 tahun setelah ].'mlnkkﬁﬁ:f.l.nn . Masuk berkas _

PeTsEOIANgan




JAHCEA WAKTU PENYIMPANAN

KETERANCAN

N} JENIS/ SERIES ARSIP
ARTIF INAKTIF
1 2 3 4 S
I Dokumentas ldentitas FPegawai
1} Usul Penctapan Karty Pegawsi/Karlu Pagawal Elektronic/Kartu
Istrif Kartu Suami i tahun setelah identites
- e . 2 tabun Musanah
2} Keanggotaan Organisesi Profesi/Kedinasan ditetapkan
3] Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2F
4] Keterangan Penerimasn Fembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
g. DBerkas Kepegawaian dan Dafar Uruil Kepangkatan (DUEK) 2 Tehun ) Musaah
h. Berkas Pengurusan Kenakan Gaji Berkala Zl'shun 1 Tehun Musnah
7. |Kesejahteraan Pegawai Meliputi:
a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaer Kesehatan Pegawai 2 tahur Musnah
b. Berkas tentang Layanan Asutansi Pegawai {ASKES
c.  Berkas tentang Layanan Tabungan Pausialian
d. Berkas tentang Tayanan Rantuan Sosial
€. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
f. Berkas tentang Lavanan Pegawai yang meninggal karena dinas
2. Ecl_‘.'l_tas tentang Pemberian Tad Kasih
h. Berkas tentang Pemberian Piegam Perighargsan den Tarda Jasa - Masuk herkas
FersvOraTIglil
i. Berkas tentang layanen Otah Raga dan Rekreasi T - Masuk berkas |
perasorangan
B. (Pemberhentian Pegowni Tanpa Hal Pensiun ! tahun setelah S ditctaplkan 2 talian Musuk erlas
persearangat
0. |Parselisihan /Senpketa Kepegawaian 1 tahun setelah memperoleh | 2 tahu setelab Dinilai kembal]
keputusan bersifat tetap hal dan
Eewajibanniya

hahia




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

M JEINIS/ SERIES ARSBIP RANG
/ AKTIE INAKTIR KETERANGAN
i 2 3 3 5
10. Ll Pemberhentian dan Penctapan Pensiun Pegawai/ Jundu/Dude dan ASN vang |1 tahun seteiah 5K ditetaplian 2 tahun Musneh kecuali SK masul
weninggal berkns persccrangan
11l. |Brkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara, antara lain - 1 tahun seteleh don 2 tahun Muanab kecuali jubalan

by

Berkas lamaran va1g diterima

Nota Penetapan NiP dan Kelenazkapannya
Nota Persetujuan /Pertimbangen Kepala BXN
5K Pengangkatan CASN

Hasil Penguiian Kesehatan
5K Pengangkatan ASN
SK Peninjauan Masa Kerja

8K Kenaikkan Panghat
durat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Mendaduki Jabatan/ Surat
Permyataan Pelantikan

3K Pengangketan dalam jabatan ntall Pamhberhentian dar Jabatoo
Strukiural/ Fungsional

8K Perpindahan Wilayah Kerja

5K Perpindahan Antar Instansi

8K Lutidi luar Tanggungan Negars (CLTN)

Berita Acare Pemeriksaan

SK Hulumean Jabaton /Hukuman Disiplic ASH

EK Perbantuan;Dipeltarjakan di luar Inztansi Indul

8K Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjalan

8K Femberian Uang Tunggu

3K Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkar sebagal Pejabat
Negarzs

SH Fengalihan ABN

berhentif pensiun
gampai dengan hal:
lkeewajibvan habis

Schrotans Dacraly, Asislen
Sckretaris Dacraly, Paja
Pimpinean OPD, Staf Ahli,

Ahli, Kepada
Kelurahan /Kepala Dess,

" | tshun setalah dan
berhen-i/ pensiun
sampeal dengan hak
keewsjiban habis

dan pejabat Laig yﬂjlg
gsecara individual
ditentuzan oleh
Instansi serta PNS

yang berjasa/ terkibat
Fenstiwe hetskala

nasional, Permaren




JANGHA WAKTU PENYIMPANAN

M ENIS/ SERIES ARSIP
o J / 8 AXTIE AT KETERANGAN
2 3 4 3
u. BE Pemberhentian scbagni ASN
¥. 3K Pemberhentian Ssmentara
w. Surat Keterangan Pemyataan Hiang
x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatelan hilang
¥. SK Penggantian Nama
Z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
aa. Surat Nikah/Cersi - T 1 tahun seteleh dan Musnah kecual jabatan |
bb. Alkta Helahiran berhenti/ pers=ian Selkretaris Daeras, Asisten
ec. Isian Formulir PUASN sampai dengan hak Sekrotaria Dacinds, Para
dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji ASN dan Jabatan kewajitan habis timpinan QPD, Staf
ee. Surat Permahonas Menjadi Anggota Parpol Ahli, Kepala
ff. Surat Ketcrangan Mutasi Keluarga Kelurghan /Kepals
gz, Surat Xeterangan Meninggal Dunia/ Hilang Dcaa, dan pejrbat lain
hh, Burat {eterangen Peringkatan Pendidikan yang aecara indivicual
il. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ditentukan sleh
di.  Burat Keterangan Hasil Penelitinn Khuaus Inatansi gera FNS vang
kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala berjass; terlibat
. Burat Tugas/ [zin Belajar Dalam, Luar Negeri prristiwa berskala
mm. Surat lzin Bepergian ke Laar Negeri naseral, Percianesn
nn. Kartu Pendaftaras Ulang (Kardaf] ASY
0. liazah fSertifikat
pp. 3K Perempaten/Fenarikan Pegawai
g9. 3K Perganghatan pads Jabatan di luar Instansi [nduk
rr. Surat Pertimbangan Status ASN
8s. 3K Pengaltifan Kembali Sebazai ASN
t. Surat Pertiyatann Pengunduran Did dari Jakatan Grganiic ke ena dicalunkan
sebagal Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, Anggota Kom:si, atau
sebagal aggota suatu erganisesi yang mengharuskan pelepasan jabatar:
gebelumnya
uu. 8K Pensiyp




m. berkas perseorangan pejabat negara;
n. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan
0. berkas perseorangan kepala desa.

BARB vl
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Bupat ini dengan
penempatantya dalam  Berita Daerah Kabupaten
Pringsew.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Lp0iL 20D

BUPATI PRINGREWU,

dto

SIJADI

Diundangkan di Pringséwu

pada Langgal 5 15r11 2012

SEXKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEW1,
dto

A, BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUFPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fagilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

oy

IHSAN HENDRAWAN, S8.H

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/



NO JENIS/ SERIES ARSIP JANGHA WAKTU PENYIMPANAN RANC
. AKTIF INAKTIF KETE CAN
1 2 3 4 ]
12. |Berkas Persecrangan Fejabat Megars
a. Bupat, Jdan Wakil Bupali Pringsewn 1 tahun setelah 2 tahun sampai Permanen
berhenti/pensinn dragan Fak dan
ewajibannya
hahis
11, |Berkas Perssarangan Pejabat Lainnya l tabun setelah 2tatunsampai [ Permanen
&, HKetua, Waldil Ketua, Angepta DFRD berhend/ pensiun dengan hak dan
b. Ketua, Wakil Krtua, Angpeta KPLUT, dan Panweslu Keda kewajibannya
¢. Ketua, Wakil Eetua, Anggste Komisi Lalnnva hahis
14. |Berkas Perszorangan Kepala Desa 1 tabun setelah berhenti/ 2 tahun sampai Permanen
pensiun dengan hak dan
kewetjibranya
habis
BUFPATI FRIBGSEWL,
dto
SuJAl!

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/
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